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ABSTRAK: .

CATATAN:

Bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tinggi sehingga
perlu. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) UU No.23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan
merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Bahwa untuk
melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
penanggulangan kemiskinan diperlukan kebijakan yang terencana,
terarah, dan berkelanjutan serta peraturan pengaturan hukum yang
mendukungnya.

Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat
(6) UU Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU
No0.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UU
No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU No.25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU No.6
Tahun 2014 tentang Desa. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No0.9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah N0.39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda Kabupaten Brebes No.5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan,
Sasaran Dan Ruang Lingkup, Hak Dan Kewajiban, Kelembagaan, Data
Dan Pemutakhiran Data, Strategi, Program Dan Kebijakan, Peran Serta
Masyarakat, Pengaduan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi,
Pembiayaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan
Penutup.

Peraturan Daerah (PERDA\) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April
2018.
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